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Mengingat S ¥

KABUPATEN ROTE NDAO

bahwa untuk menjamin Pemerataan Kesempatan Pendidikan serta
meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rote Ndao, maka perlu
dibuka SMP;

bahwa Pembukaan SMP harus mengacu pada kebijakan Standar

Nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan poin a dan b diatas perlu ditetapkan izin
operasionalnya dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu atas nama Bupati Rote Ndao.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah  Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolust dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841):
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Undanp-Undang - Nomor - 9 Tabun 2007 watang Pembentabin
Kabupaten Rote Ndao di Propinst Nusa Tenggraca Limoe (Fembaran
Negara: Repubhik Indonesin Tahun 20020 Noanor 20 Linmbalim

Lembaran Nepara Repubhik Indonesaa Nomaor 4184,

Undang-Undang Nomao 20 Tahun 2008 wentang Sisiem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Fabon 200F Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301):

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemeritaban Dacrah
(Lembaran Negara Republik Tadonesia Fahua 2004 Nomor 125,
Fambahan 1Tembaran Nepara Repubhk Indonesia Nomor 4437),
sehagaimana telah diubah dengan Undanp-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (entang Penctapan Peraturan Pemerintah Penggante Undang:
Undang Nomor 3 ‘Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang:
Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang:
Undang  (Lembaran  Nepara Republik  Indonesia - Nomor - TO8.

Tambahan Lembaran Negara Republik ITndonesia Nomor 4348);
Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrab (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
57. Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 341 %),
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004
tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Mentert Pendidikan Nastonal Nomor O447V22000 (entang
Dewan Pendidikan dan Komuite Sekolah:

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahua 2003
tentang Pembentukan Orpanisasi dan Tata Kerja Peranghat Dactab

Kabupaten Rote Ndao:



I

Memperhatikan £ 2

Peratutan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009
lentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Ferpadu (L embaran Dacrah Kabupaten  Rote Ndao Tahun 2009
Nomor 009 Seri D Nomor 008. Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Rote Ndao Nomor 082):

2 Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor | Tahun 2011 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 2011

_ Peraturan Bupati Rote  ndao  Nomor 1§ Tahun 2011 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote

Ndao Tahun Anggaran 2011:

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2010
lentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan Pengelolaan  dan
Penandatanganan Perizinan dari Unit Kerja Tcknis kepada Kepala

Kantor Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rote Ndao.

Surat Rekomendasi Izin pendirian dari Camat Lobalain Nomor

425.11/223/KCL/2007.

2. Surat Permohonan Izin Operasional SMPK dari Ketua Yayasan

Menctaphan ;O

PERTAMA KRISTEN TONGKAT HARUN.

Tongkat Harun Nomor : 002/STH-SMPK/VII/2011.

MEMUTUSKAN :

MBERIAN  IZIN  OPERASIONAIL.  SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA © Dengan diberikannya 1zin Operasional SMPK Tongkat Harun maka

diwajibkan kepada penanggungjawab SMPK Tongkat Harun untuk hal-hal

schagat berikut

I

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila, UUD 1945 dan serta Peraturan Perundang- undangan yang

berlaku,

. Menyelenggarakan pendidikan dengan kaidah karikulum sesuai dengan

standar yang ditetapkan Pemerintah.
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Tembusan : Yang Terhormat :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang

B B

Bupati Rote Ndao di Ba’a

Ketua DPRD I K abupaten Rote Ndao di Ba’a

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rote Ndao di Ba'a
Kepala BAPPEDA Kabupaten Rote Ndao di Ba'a

Inspektur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao di Ba'a
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Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a




